
SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN AMBULANS RUJUKAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

Mengingat

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

a. bahwa untuk tertibnya sistem administrasi dan
keuangan yang berkaitan dengan tarif fasilitas pelayanan
kesehatan khususnya pada pelayanan ambulans rujukan
yang menjadi tidak seragam dan belum adanya
staindarisasi tarif untuk pelayanan ambulans rujukan
di Kabupaten Kutai Kartanegara ke fasilitas pelayanan
kesehatan rujukan yang ada di wilayah Provinsi
Kalimantan Timur, maka perlu membentuk tarif
dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan
Ambulans Rujukan Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5963);



6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 lentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072); ^

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012

tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 122);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita
Nergara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601).

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN
AMBULANS RUJUKAN KABUPATEN KUTAI

KARTANEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pclaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.



3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah
Bupati Kutai Kartanegara.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten
Kutai Kartanegara.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan atau
kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh
Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.

7. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan selanjutnya
disebut Tarif Retribusi adalah sebagian atau seluruh
biaya penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan
kesehatan lainnya yang ada di rumah sakit umum
daerah dan puskesmas, yang dibebankan kepada
pasien/masyarakat/penjamin yang disusun
berdasarkan biaya satuan (unit cost) dengan tetap
mempertimbangkan kontinuitas dan pemgembangan
mutu layanan, daya beli masyarakat serta daya saing
pelayanan sejenis.

8. Pelayanan Transportasi Ambulans adalah pelayanan
transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut
pasien (ambulans) dengan/tan pa disertai petugas
keperawatan/tenaga medis.

9. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan yang
bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang
dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada
fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar
prosedur operaional dan kewenangan medis.

10. Jenjang Rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan
kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis
dan penunjang.

11. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung
jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-
kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik
secara vertikal maupun horizontal yang meliputi:
sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan
operaional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan
dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.

12. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan
pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan
tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus
penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau
horizontal, dalam arti dari unit yang berkemampuan
kurang ke unit yang lebih mampu. ^

13. Rujukan Upaya Kesehatan adalah pelimpahan
wewenang dan tanggung jawab secara timbal balik baik
horisontal maupun vertikal terhadap kasus penyakit
atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan.



14. Rujukan Upaya Kesehatan Perorangan adalah rujukan
kasus yang berkaitan dengan diagnosa, terapi dan
tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan
bahan pemeriksaan spesimen untuk petneriksaan
laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang
penyakit.

15. Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat adalah rujukan
sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan
operasional dalam upaya kesehatan masyarakht.

16. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu
adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang
dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan
menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan
kewenangan medis disetiap tingkatan.

BAB II

TARIF PELAYANAN

Pasal 2

(1) Tarif pelayanan ambulans rujukan hanya berlaku pada
fasilitas pelayanan di wilayah Kabupaten Kutai
Kartanegara ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan
yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

(2) Tarif pelayanan ambulans rujukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:

a. daerah tujuan rujukan perjalanan pertama < 6 KM
dikenakan tarif sebesar Rp. 50.000,-;

b. daerah tujuan rujukan perjalanan setelah 6 KM
dikenakan tarif sebesar Rp. 10.000,- per kilometer.

(3) Tarif yang dibebankan hanya menghitung jarak dari
fasilitas pelayanan kesehatan asal rujukan ke fasilitas
pelayanan kesehatan tujuan rujukan.

(4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah
termasuk semua komponen yang dibutuhkan dalam
pelayanan seperti biaya operasional ambulans dan
pemeliharaannya, pendamping medis serta sopir
ambulans.

(5) Tarif pelayanan ambulans rujukan merupakan tarif
maksimal yang dibebankan kepada pengguna bagi
fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai
kebijakan Yang berdasarkan kondisi wilayah setempat
selama tidak melebihi batas maksimal yang telah
ditetapkan.



BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diimdangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Januari 2017

BUPATI iCUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tan^al 19 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

Ir. H. BIARLI. M.Si

NIP. 195902061988021002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretatiat Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepala B^an Hukum

NIP. 19780605

O. SH

12 1 002


